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PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR        TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

	Menimbang
	:
	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu diatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana  telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

	Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN:


	Menetapkan
	:
	PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah Istimewa ini yang dimaksud dengan:
1. Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede keprabon yang terdapat di Kabupaten/Kota dalam wilayah DIY. 
2. Tanah Kadipaten adalah tanah hak milik Kadipaten yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede keprabon yang terdapat di Kabupaten/Kota dalam wilayah DIY.
3. Penyelenggaraan Keistimewaan bidang pertanahan, selanjutnya disebut Penyelenggaraan Keistimewaan pertanahan adalah penyelenggaraan kewenangan urusan Keistimewaan bidang pertanahan.
4. Institusi adalah pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
5. Masyarakat adalah orang perorangan dan badan hukum swasta.
6. Serat Kekancingan adalah surat keputusan pemberian hak adat kepada institusi dan/atau masyarakat dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.
7. Magersari adalah hak adat yang diberikan kepada masyarakat sebagai penghuni/pengguna tanah Kasultanan dan/atau tanah Kadipaten dimana antara penghuni/pengguna dari tanah tersebut terdapat ikatan historis dan diberikan hanya kepada Warga Negara Indonesia pribumi dengan jangka waktu selama mereka menghuni/menggunakan.
8. Ngindung adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten kepada masyarakat atau institusi untuk menggunakan tanah bukan keprabon atau dede keprabon terhadap tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten dengan membuat perjanjian yang jangka waktunya disetujui bersama.
9. Anganggo adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten kepada masyarakat atau institusi untuk menggunakan tanah bukan keprabon atau dede Keprabon tanpa memungut hasil dan sifatnya mandiri.
10. Anggaduh adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau  dede Keprabon kepada desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa untuk jangka waktu selama dipergunakan.
11. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah desa adalah kepala desa dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Kelurahan adalah perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat dipimpin oleh kepala kelurahan.
14. Kantor pertanahan adalah instansi vertikal badan pertanahan nasional Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh kepala kantor pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui kepala Kantor Wilayah BPN DIY.
15. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.
17. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
18. Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY. 
19. Pemerintah Daerah DIY, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
20. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kota Yogyakarta. 
21. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah. 
Pasal 2
Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten berdasarkan asas:
a. pengakuan atas hak asal-usul;
b. kebijakan peruntukan tanah sesuai dengan nilai-nilai filosofi, sosiologi, dan kultural; dan
c. efektivitas pemerintahan.
Pasal 3
Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk: 
a. pengembangan kebudayaan;

b. kepentingan sosial;  dan/atau
c. kesejahteraan masyarakat. 
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah Istimewa ini, meliputi:

a. pengelolaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, yang terdiri dari:

1. penatausahaan;
2. pemeliharaan dokumen; dan
3. pengawasan.
b. pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, yang terdiri dari:
1. pelindungan;
2. penggunaan; dan
3. pelepasan.
BAB II

TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN
Pasal 5
Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten terdiri dari:
a. tanah keprabon; dan
b. tanah bukan keprabon atau dede keprabon.
Pasal 6
(1) Tanah keprabon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang merupakan identitas berdirinya Kasultanan dan Kadipaten yang harus tetap dilestarikan.
(2) Tanah keprabon yang merupakan tanah Kasultanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. Karaton; 
b. Alun-alun Lor;

c. Alun-alun Kidul;

d. Benteng;

e. Jagang;

f. Panggung Krapyak;

g. Tugu Pal Putih;

h. Tamansari;

i. Pasar Beringharjo;

j. Kepatihan;

k. Pasareyan Imogiri Ngayogyakarta;

l. Makam Sultan Agungan Ngayogyakarta;
m. Makam Kutho Gedhe Ngayogyakarta sarta Hastarenggo;

n. Pasareyan Giring;

o. Makam Giriloyo;

p. Makam Wot Galeh;

q. Makam Pakuncen;

r. Makam Gunung Pring Muntilan;

s. Makam Banyu Sumurup;

t. Makam Gunung Buthak;

u. Makam Widoro Manis;

v. Petilasan Gunung Merapi;
w. Petilasan Gunung Lawu;

x. Petilasan Parangkusumo;

y. Petilasan Parang Endog;

z. Petilasan Parang Wedang;

aa. Petilasan Ndlepih (Khayangan);

ab. Petilasan Suroloyo Kulon Progo;

ac. Petilasan Perjanjian Giyanti Karanganyar;

ad. Petilasan Perjanjian Jatisari Sragen;

ae. Petilasan Mbeton Gunungkidul;

af. Petilasan Ngobaran;

ag. Petilasan Kabanan;

ah. Petilasan Ambar Ketawang;

ai. Petilasan Warungboto;

aj. Petilasan Gua Siluman Maguwoharjo;

ak. Petilasan Lipuro Gilangharjo Pandak Bantul;

al. Pasanggrahan Ambarukmo;

am. Pasanggrahan Ngeksigondo;

an. Pasanggrahan Ambar Binangun, Gamping;

ao. Kagungan Dalem Masjid Gedhe Kauman;

ap. Kagungan Dalem Masjid Pathok Nagari Mlangi;

aq. Kagungan Dalem Masjid Pathok Nagari Ploso Kuning;
ar. Kagungan Dalem Masjid Pathok Nagari Babadan;

as. Kagungan Dalem Masjid Pathok Nagari Dongkelan;

at. Kagungan Dalem Masjid Gedhe Mataram Kotagede;

au. Kagungan Dalem Masjid At-Taqwa Wonokromo;

av.     Kagungan Dalem Masjid Wiworotomo;

aw. Kagungan Dalem Masjid Nitikan;

ax. Kagungan Dalem Masjid Karangkajen;

ay. Kagungan Dalem Masjid Tawangsari;

az. Kagungan Dalem Masjid Condronegaran;

ba. Kagungan Dalem Masjid Wiworojati;

bb. Kagungan Dalem Masjid Wiworocipto;

bc. Kagungan Dalem Masjid Kepatihan;

bd. Kagungan Dalem Masjid Soko Tunggal;

be. Kagungan Dalem Masjid Kuncen;

bf. Kagungan Dalem Masjid Blunyah Gedhe;

bg. Kagungan Dalem Masjid Kauman Nanggulan;

bh. Kagungan Dalem Masjid Semaken Kalibawang;

bi. Kagungan Dalem Masjid Bleberan;

bj. Kagungan Dalem Masjid Al-Huda Sodo;

bk. Kagungan Dalem Masjid Baiturrahman Saman II;

bl. Kagungan Dalem Masjid Kadipaten Mangkubumen;

bm. Kagungan Dalem Masjid Pajimatan;

bn. Kagungan Dalem Masjid Banyusumurup;

bo. Kagungan Dalem Masjid Sabilurrosyad Kauman Wijirejo;

bp. Kagungan Dalem Masjid Mi’rojul Muttaqinallah;

bq. Kagungan Dalem Masjid Rejodani;

br. Kagungan Dalem Masjid Quwwatul Muslimin;

bs. Kagungan Dalem Masjid Wotgaleh;

bt. Kagungan Dalem Masjid Kerisan;

bu. Kagungan Dalem Masjid Lempuyangan;

bv. Kagungan Dalem Masjid Gunung Buthak;

bw. Kagungan Dalem Masjid Singosaren;

bx. Kagungan Dalem Masjid Pakuncen Kertosono;

by. Kagungan Dalem Masjid Pancalan;

bz. Kagungan Dalem Masjid Selo; dan

ca. Kagungan Dalem Masjid Rotowijayan. 
(3) Tanah keprabon yang merupakan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. Pura Pakualaman;
b. Masjid Besar Pakualaman;
c. Alun-alun Sewandanan;
d. Kepatihan Pakualaman;
e. Pasar Sentul;
f. Labuhan Glagah Kulon Progo;
g. Makam Girigondo Kulon Progo; dan
h. Pesanggrahan Glagah.
(4) Tanah keprabon yang merupakan tanah Kasultanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kasultanan.

(5) Tanah keprabon yang merupakan tanah Kadipaten selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kadipaten.
Pasal 7
(1) Tanah bukan keprabon atau dede keprabon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:

a. tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak Anggaduh;

b. tanah yang telah digunakan oleh institusi dan/atau masyarakat dan telah memiliki Serat Kekancingan;

c. tanah yang telah digunakan oleh institusi dan/atau masyarakat dan belum memiliki Serat Kekancingan; dan

d. tanah yang belum digunakan.

(2) Tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keberadaannya berdasarkan pada peta tanah Kalurahan yang ada di desa dan data pendukungnya.

(3) Serat Kekancingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, berupa:
a. Magersari;

b. Ngindung;

c. Anganggo; dan
d. Anggaduh.
BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu

Penatausahaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 8
(1) Penatausahaan tanah Kasultanan dilakukan oleh Kasultanan dan tanah Kadipaten dilakukan oleh Kadipaten.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. inventarisasi;

b. identifikasi;

c. verifikasi;

d. pemetaan; dan

e. pendaftaran.
Paragraf 2

Inventarisasi, Identifikasi, dan Verifikasi
Pasal 9
(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan pengumpulan dan pencatatan dokumen terhadap tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

(2) Inventarisasi pengumpulan dan pencatatan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. penelusuran pada peta desa/kelurahan;
b. buku Legger A, Legger B, dan Legger C;
c. penentuan lokasi;

d. penentuan keluasan;

e. penggunaan atas tanah; dan

f. data pengguna/pengelola.

(3) Inventarisasi pengumpulan dan pencatatan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh dengan bersumber dari:
a. pemerintah desa/kelurahan;
b. kantor pertanahan;
c. pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
d. sumber lainnya.
(4) Inventarisasi pengumpulan dan pencatatan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan keluaran berupa dokumen-dokumen terhadap tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.
Pasal 10
(1) Dokumen-dokumen tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4), dilakukan identifikasi dengan cara mengklasifikasi kondisi nyata tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.
(2) Klasifikasi kondisi nyata tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. subjek pengguna tanahnya; dan
b. kondisi nyata penggunaan tanahnya.
(3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keluaran berupa dokumen-dokumen dari klasifikasi kondisi nyata terhadap tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan verifikasi.

Pasal 11
(1) Verifikasi dokumen-dokumen dari klasifikasi kondisi nyata tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, dilakukan untuk mencocokkan kondisi nyata atas objek dan subjek pengguna tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dengan data fisik dan data yuridisnya.
(2) Data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keterangan mengenai:
a. letak, batas bidang, luas, dan jenis tanah; dan
b. adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
(3) Data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keterangan mengenai:
a. hak asal-usul tanahnya;
b. status hukum bidang tanah dan pemegang haknya; 
c. hak pihak lain; dan
d. beban-beban lain yang membebaninya.
(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keluaran berupa dokumen-dokumen kecocokan antara data fisik dan data yuridisnya dengan kondisi nyata atas objek dan subjek pengguna tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.
(5) Dokumen-dokumen sebagai keluaran dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai bahan untuk melakukan pemetaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.
Paragraf 3

Pemetaan

Pasal 12
(1) Pemetaan dilakukan dengan membuat peta dasar bidang-bidang dan penetapan batas bidang-bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

(2) Peta dasar bidang-bidang dan penetapan batas bidang-bidang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan untuk melakukan pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.
Paragraf 4

Pendaftaran 

Pasal 13
(1) Pendaftaran tanah diajukan oleh Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan oleh Kadipaten untuk tanah Kadipaten kepada Kantor Pertanahan di wilayah hukum tempat tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten berada.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pemeliharaan Dokumen
Pasal 14
(1) Pemeliharaan dokumen tanah Kasultanan dilakukan oleh Kasultanan dan tanah Kadipaten dilakukan oleh Kadipaten.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyimpan dan merawat dokumen tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. 
Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 15
(1) Pengawasan tanah Kasultanan dilakukan oleh Kasultanan dan tanah Kadipaten dilakukan oleh Kadipaten.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemantauan; dan 
b. penertiban.
BAB IV
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16
(1) Pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dilakukan untuk pelestarian.
(2) Pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. pelindungan;

b. penggunaan; dan

c. pelepasan.
Bagian Kedua

Pelindungan

Pasal 17
(1) Pelindungan tanah Kasultanan dilakukan oleh Kasultanan dan tanah Kadipaten dilakukan oleh Kadipaten.

(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari kerusakan, kehilangan, dan ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai upaya pengamanan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

(4) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Ketiga
Penggunaan
Pasal 18
(1) Intitusi dan/atau masyarakat yang menggunakan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten wajib mengajukan permohonan hak untuk menggunakan tanah Kasultanan kepada Kasultanan dan tanah Kadipaten kepada Kadipaten.

(2) Pemberian hak untuk menggunakan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Serat Kekancingan.
Bagian Keempat
Pelepasan
Pasal 19
(1) Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat dilepaskan untuk kepentingan umum dengan persetujuan dan izin dari pihak Kasultanan atau Kadipaten.
(2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. pertahanan dan keamanan nasional; 

b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; 

c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; 

d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; 

e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 

f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; 

g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; 

h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; 

i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

j. fasilitas keselamatan umum; 

k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; 

m. cagar alam dan cagar budaya; 

n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; 

o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; 

p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan 
r. pasar umum dan lapangan parkir umum.
(3) Pelepasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
PENDANAAN

Pasal 20
Penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DIY yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21
(1) Tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau dari Kadipaten yang diberikan dengan hak Anggaduh diakui keberadaannya berdasarkan pada pengakuan atas hak asal-usul.

(2) Pengakuan atas hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengakuan terhadap Kasultanan dan Kadipaten yang memiliki wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pasal 22
(1) Tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikelola oleh pemerintahan desa.

(2) Pengelolaan tanah desa merupakan kewenangan pemerintahan desa yang berdasarkan hak asal-usul.
Pasal 23
(1) Kewenangan pemerintahan desa yang berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilindungi keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa ini.

(2) Dalam hal desa berubah status menjadi kelurahan, kewenangan pemerintahan desa yang berdasarkan hak asal-usul dalam mengelola tanah desa menjadi hilang.

(3) Hilangnya kewenangan pemerintahan desa dalam mengelola tanah desa, mengakibatkan tanah desa kembali kepada asal-usul kepemilikannya.

(4) Asal-usul kepemilikannya tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berasal dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.
Pasal 24
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten diatur dalam Peraturan Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan tanah desa yang akan digunakan oleh institusi dan masyarakat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
Pada saat Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku:

a. institusi dan masyarakat yang telah menggunakan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebelum berlakunya Peraturan Daerah Istimewa ini dan sudah memiliki Serat Kekancingan dapat melanjutkan penggunaannya sesuai dengan peruntukan dan ketentuan perundang-undangan;
b. institusi dan masyarakat yang telah menggunakan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebelum berlakunya Peraturan Daerah Istimewa ini dan belum memiliki Serat Kekancingan harus mengajukan permohonan Serat Kekancingan kepada Kasultanan dan/atau Kadipaten yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; dan
c. tanah desa yang telah disertifikatkan dengan status hak pakai, harus dilakukan penyesuaian status hak pakainya diatas tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten sesuai asal-usul tanah desa berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Istimewa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO X
Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal
       Pj. SEKRETARIS DAERAH 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
  RANI SJAMSINARSI
LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (...,.../2016)
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR        TAHUN 2016
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN

I.  UMUM
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum amandemen sudah memberikan pengakuan terhadap keberadaan daerah istimewa. Hal ini dapat dicermati dari amanah Pasal 18 tersebut : “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.
Istilah “hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa” bukan hanya menunjuk pada daerah yang “pernah” bersifat istimewa, namun keistimewaan tersebut masih terus berlangsung sesudah Indonesia merdeka sampai sekarang. Sesudah Reformasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami amandemen yang semakin memperkuat keberadaan daerah khusus dan daerah istimewa. Penguatan itu berupa kewajiban Negara untuk mengakui dan menghormati keberadaannya. Hal ini dapat dicermati dari amanah Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang-undang”.
Yogyakarta dengan merujuk pada lingkup wilayah Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman merupakan salah satu daerah yang mengandung sifat istimewa. Dari sisi asal usulnya, keistimewaan Yogyakarta sudah dibuktikan dalam sejarah perjalanannya yang tetap istimewa ketika Indonesia merdeka, namun tidak ingin memisahkan diri menjadi negara tersendiri dan justru memaklumatkan diri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap keistimewaan dan komitmen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tersebut kemudian melalui proses politik yang panjang dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 menetapkan 5 (lima) urusan yang menjadi kewenangan keistimewaan DIY. Kelima urusan tersebut yaitu tata cara pengisian jabatan dan kedudukan serta tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, salah satu urusan keistimewaan DIY adalah bidang pertanahan. Fakta sejarah sudah menunjukkan juga bahwa bidang pertanahan merupakan bagian keistimewaan dan kewenangan otonom yang sudah berlangsung sebelum dan setelah Indonesia merdeka.   
Bahkan ketika berlaku Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai hukum agraria nasional, bidang pertanahan masih dikecualikan dengan tetap diberi kekhususan.
Pada Tahun 1984, Sultan berkomitmen untuk memberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria sepenuhnya terhadap urusan bidang pertanahan. Keperaturan Pemerintahres Nomor 33/1984 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66/1984, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67/1984, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/1984 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69/1984 berlaku terhadap hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 5/1954. Untuk tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten masih belum diatur karena masih ada syarat yaitu harus dilakukan identifikasi keberadaannya.
Dengan penetapan urusan pertanahan sebagai salah satu bidang Keistimewaan dan sesuai dengan amanah Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten harus dijabarkan dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais).
II.
PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2  

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan atas hak asal-usul” adalah bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap Kasultanan dan Kadipaten yang memiliki wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas nilai-nilai kearifan lokal” adalah upaya menghormati, menjaga dan mendayagunakan nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial di DIY dalam konteks kekinian dan masa depan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas efektivitas pemerintahan” adalah kondisi terwujudnya penyelenggaraan keistimewaan pertanahan oleh pemerintah yang berorientasi pada rakyat, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, dan menjamin kepastian hukum.

Pasal 3

       



Cukup jelas.
Pasal 4

 Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
 

Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Dilakukannya verifikasi atas hak pihak lain disebabkan adanya praktik menyewakan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten kepada pihak lain dengan perjanjian formal sesuai hukum, padahal tanah tersebut dikuasai tanpa Serat Kekancingan.
Huruf d

Dilakukannya verifikasi atas beban-beban lain yang membebaninya disebabkan adanya praktik melakukan transaksi atas tanah tanpa perjanjian formal (sebagai contoh: perjanjian bagi hasil) di atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang dikuasai tanpa Serat Kekancingan.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Pasal 12   

Cukup jelas.
Pasal 13   

 Cukup jelas.
Pasal 14  

 

Cukup jelas.
Pasal 15  

 

Cukup jelas.
Pasal 16


Cukup jelas.
Pasal 17


Cukup jelas.
Pasal 18


Cukup jelas.
Pasal 19


Cukup jelas.
Pasal 20


Cukup jelas.
Pasal 21


Cukup jelas.
Pasal 22


Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
              
Cukup jelas.

Pasal 26


Cukup jelas.
Pasal 27


Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
